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Abstract
East Nusa Tenggara (NTT) experiences entrenched socio-economic inequality in which structural poverty is sustained by unequal control of land and water. This condition demands more than developmental approaches; it requires a normative biblical grammar of economic ethics. This article reads koinonia in Acts 4:32–35 as a paradigmatic economic vision that confronts regimes of accumulation. Through socio-historical exegesis, the declaration that “there was not a needy person among them” is understood as a sign of eschatological reversal within a world shaped by imperial economy. Distribution according to need is not voluntary philanthropy but a reconfiguration of ownership under Dominium Dei, relativizing private property and making obligation to the vulnerable a constitutive mark of the messianic community. In critical dialogue with rent-seeking capitalism in NTT, the study contends that koinonia operates as a theological indictment of extractive structures while also offering a constructive proposal for economic discipleship. Therefore, the church is called to become a prophetic agent that pursues resource justice as an authentic embodiment of the gospel.
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Abstrak
Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami ketimpangan sosial-ekonomi yang mengakar, di mana kemiskinan struktural dipelihara oleh penguasaan tanah dan air yang timpang. Situasi ini menuntut lebih dari pendekatan pembangunan; ia memerlukan tata bahasa etika ekonomi yang normatif dari Kitab Suci. Artikel ini membaca koinonia dalam Kisah Para Rasul 4:32–35 sebagai visi ekonomi paradigmatik yang menantang rezim akumulasi. Melalui eksegesis sosio-historis, deklarasi bahwa “tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka” dipahami sebagai tanda pembalikan eskatologis di dalam dunia yang dibentuk oleh ekonomi imperial. Distribusi berdasarkan kebutuhan bukanlah filantropi sukarela, melainkan rekonfigurasi kepemilikan di bawah Dominium Dei, yang merelatifkan hak milik privat dan menjadikan kewajiban terhadap yang rentan sebagai ciri konstitutif umat mesianis. Dalam dialog kritis dengan kapitalisme rent-seeking di NTT, studi ini menegaskan bahwa koinonia merupakan dakwaan teologis terhadap struktur ekstraktif sekaligus proposal konstruktif bagi pemuridan ekonomi. Karena itu, gereja dipanggil menjadi agen profetis yang memperjuangkan keadilan sumber daya sebagai wujud autentik kesaksian Injil.
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Pendahuluan
Latar belakang masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi telah lama menjadi topik sentral dalam teologi kontekstual di Indonesia. Namun, sementara banyak kajian berfokus pada pendekatan teologi pembebasan umum atau etika sosial Kristen, masih minim upaya untuk mendasarkan kritik struktural pada analisis eksegetis terhadap Kisah Para Rasul 4:32-35. Artikel ini mengambil tantangan tersebut dengan memposisikan teologi koinonia dalam Kisah Para Rasul sebagai kerangka kritik normatif  terhadap ketidakadilan struktural, khususnya dalam isu distribusi dan penguasaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Nusa Tenggara Timur (NTT) menyajikan paradoks pembangunan yang mendalam. Meskipun memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah dari potensi pariwisata super-prioritas di Labuan Bajo hingga komoditas spesifik seperti kopi Flores dan tenun ikan Sumba. Kawasan ini secara konsisten terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural. Tingkat kemiskinan ekstrem dan akses terbatas terhadap sumber daya vital, seperti air bersih dan tanah yang subur, merupakan isu krusial. Analisis data mutakhir menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam penguasaan aset produksi, terutama tanah dan air, adalah faktor kunci yang melanggengkan jurang kemiskinan. 
Keadaan ini diperburuk oleh praktik ekonomi yang diilhami oleh kapitalisme rent-seeking. Rent-seeking merujuk pada upaya memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menghasilkan kekayaan baru, sering kali melalui manipulasi kebijakan atau penguasaan hak monopoli atas sumber daya. Fenomena ini sekian kentara dalam pemberian izin konsesi tanah untuk pengembangan pariwisata atau penguasaan sumber mata air oleh segelintir elit dan pihak luar. Micha Snoverson Ratu Rihi. Dkk., dalam kajiannya tentang kebijakan pembangunan di NTT menyoroti bahwa fokus pada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi besar justru sering mengabaikan hak-hak komunal dan memperburuk akses masyarakat lokal terhadap sumber daya tradisional mereka, menciptakan new poor di tengah proyek-proyek prastis.[footnoteRef:1] Senada dengan Yohanes De Brito Nanto, menunjukkan bagaimana proses pengalihan tanah adat untuk kepentingan pariwisata menciptakan konflik agraria  yang berkepanjangan dan menyingkirkan masyarakat pesisir dari mata pencaharian mereka.[footnoteRef:2] Kondisi ini menuntut tanggapan teologis yang lebih mendasar.  [1:  Micha Snoverson Ratu Rihi et al., Pembangunan Berkelanjutan Dari Konsem SDGs ke Implementasi Lokal (Jakarta: Tahta Media Group, 2025), 3–5.]  [2:  Yohanes De Brito Nanto, “Teologi Roéng Sebagai Model Teologi Pembebasan Dalam Pembangunan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat.,” Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif LEDALERO 2, no. 1 (2024): 4–8, http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/2477.] 

Banyak upaya gereja di NTT dalam merespons kemiskinan cenderung terkunci dalam teologi charity, di mana bantuan materi diberikan berdasarkan kelebihan (surplus) dan bukan berdasarkan komitmen transformatif. Pendekatan ini, meskipun mulia, secara inheren gagal menyelesaikan masalah struktural, karena menerima status quo ketidaksetaraan. John C. Simon dan Stella Pattipeilohy mengatakan bahwa gereja di Indonesia sering kali terseret pada model teologi yang hanya menolong korban, tetapi gagal menjadi agen profetis yang mengkritik dan mengubah sistem ekonomi yang menghasilkan korban itu sendiri.[footnoteRef:3] [3:  John C. Simon and Stella Y. E. Pattipeilohy, Pembangunan Ekonomi Gereja: Refleksi Atas Praksis Teologi Ekonomi GPIB (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 5–7.] 

Di sinilah letak kekosongan penelitian terdahulu yang mendasari urgensi artikel ini. Meskipun telah terdapat sejumlah studi teologi kontekstual mengenai dinamika ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT), fokus utamanya cenderung bersifat etis-pastoral atau sosiologis. Ishak S. Tugumau membedah etika ekonomi Kristen dalam menghadapi kemiskinan di NTT dengan menitibberatkan pada tanggung jawab moral gereja terhadap ketimpangan ekonomi jemaat.[footnoteRef:4] Sementara Aprinus Bunga mengeksplorasi dimensi etis-teologis dari konflik agraria di NTT, yang menekankan pentingnya teologi tanah yang berpihak pada keadilan bagi korban penindasan struktural.[footnoteRef:5] [4:  Ishak S. Tugumau, “Etika Ekonomi Kristen Dalam Menghadapi Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur,” KURIOS 2, no. 2 (2021): 247–61.]  [5:  Aprianus. A. M. Bunga, “Teologi Tanah: Suatu Perspektif Etis-Teologis Terhadap Konflik Agraria Di Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Gema 9, no. 1 (2020): 7.] 

Kesenjangan muncul karena belum ditemukan kajian yang secara spesifik menggunakan pisau analisis eksegesis melalui model koinonia dalam Kisah Para Rasul 4:32-35 sebagai alat dekonstruksi terhadap struktur kapitalisme rent-seeking yang membelenggu distribusi sumber daya alam di NT saat ini. Penelitian lebih banyak bersifat deskriptif terhadap masalah kemiskinan dan tanah, namun belum melakukan kritik sistemik terhadap logika akumulasi melalui pembacaan teks biblikal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menegaskan bahwa koinonia adalah tuntunan eskatologis untuk merombak total struktur penguasaan aset yang timpang di bumi Flombamora. 
Kisah Para Rasul 4:32-35 menyajikan deskripsi ekonomi jemaat perdana yang paling radikal, yaitu “ tidak seorang pun kekurangan di antara mereka” (οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν). Teks ini mendeskripsikan koinonia bukan hanya sebagai persekutuan spiritual, tetapi sebagai solidaritas materi. Materi telah lama menjadi subjek perdebatan akademis. K. C. Hanson dan Douglas E. Oakman menegaskan bahwa konteks sosio-historis  Lukas-Kisah Para Rasul adalah kekaisaran Romawi yang didominasi oleh sistem utang, penindasan, dan ideologi honor-shame.[footnoteRef:6] Dalam konteks ini, praktik :menjual milik dan membagikan kepada semua orang menurut kebutuhan” (Kis. 4:34-35) bukan sekadar tindakan amal sporadis, melainkan perlawanan eskatologis dan kritik profetis terhadap ideologi akumulasi Romawi. B. C. M. de Jonge menafsirkan koinonia sebagai model komunitas tandingan (counter-community) yang secara material mendemonstrasikan kerajaan Allah di dunia, menantang hegemoni  kaisaran.[footnoteRef:7] [6:  K. C. Hanson and Douglas E. Oakman, Palestina in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1998), 154–57.]  [7:  B. C. M. de Jonge, The Interpretation of Koinonia in Luke-Acts (Leuven: University Press, 1999), 341–45.] 

Tesis utama yang mendasari artikel ini adalah bahwa praktik jemaat perdana “tidak seorang pun kekurangan” (οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν)[footnoteRef:8] merupakan deklarasi eskatologis yang menolak sistem akumulasi kekaisaran Romawi. Secara analogis, teologi berbagi ini menantang hegemoni kapitalisme rent-seeking di NTT, karena koinonia mendasarkan etika ekonominya pada dominium Dei (kepemilikan Allah) yang menuntut kewajiban redistributif melalui prinsip “pembagian menurut kebutuhan” (ἀνάλογον ᾗ ἄν τινι χρεία ἦν). [8:  James Strong, Greek Dictionary of The New Testament (Albany: AGES Software, 1997), 1013.] 

Tujuan utama artikel ini adalah menganalisis secara kritis koinonia dalam Kisah Para Rasul 4: 32-35 sebagai kritik teologis normatif terhadap ketidakadilan struktural dalam distribusi sumber daya alam di NTT. Tujuannya adalah untuk mentransformasikan pemahaman koinonia dari tindakan amal menjadi dasar etika ekonomi yang menuntut transformasi sistemik dan mendorong gereja menjadi agen perubahan. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari eksegesis sosio-historis yang membedah teks Kisah Para Rasul 4:32-35 untuk memahami makna koinonia secara literal, sosiologis, dan teologis dalam konteks abad pertama. Serta analisis kontekstual-kritis, di mana menerapkan hasil eksesegesis secara analogis-kritis pada isu spesifik penguasaan sumber daya (tanah dan air) di NTT untuk mengidentifikasi bagaimana teologi koinonia dapat menjadi dasar untuk reformasi agraria yang adil.
Penelitian ini memberikan kontribusi, pertama, menyumbang pada teologi Perjanjian Baru dengan memperkuat interpretasi koinonia sebagai model ekonomi tandingan (counter-economy). Kedua, memberikan dasar teologis yang spesifik dan mutakhir bagi gereja di NTT untuk bergerak melampaui karitas dan menjadi agen profetis yang memperjuangkan keadilan struktural, khususnya dalam isu sumber daya alam yang merupakan sumber utama kehidupan dan konflik.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada interpretasi teks dan analisis konteks sosial. Metode utama yang dipakai ialah eksegesis sosio-historis terhadap Kisah Para Rasul 4:32–35. Melalui metode ini, makna koinonia, khususnya solidaritas material, ditelaah dengan menempatkan perikop tersebut dalam lanskap ekonomi-politik Kekaisaran Romawi abad pertama. Dengan demikian, praktik berbagi dalam jemaat perdana dipahami sebagai kritik terhadap mekanisme akumulasi dan relasi utang yang membentuk dunia imperial.[footnoteRef:9] [9:  Bruce W. Longenecker, Injustice for All: Paul’s Gospel and the Class Structure of the Roman World (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2020), 172–75.] 

Hasil eksegesis ini kemudian diaplikasikan melalui analisis kontekstual-kritis. Pendekatan ini secara analogis dan kritis menghubungkan prinsip-prinsip koinonia (terutama Dominium Dei dan kewajiban redistributif) dengan dinamika ekonomi-politik yang terjadi di NTT. Analisis kritis ini secara spesifik diarahkan untuk mengidentifikasi manifestasi kapitalisme rent-seeking dalam isu penguasaan sumber daya alam (tanah dan air) di NTT. Penggunaan literatur teologi Perjanjian Baru kontemporer dan penelitian sosial ekonomi mutakhir tentang NTT memastikan validitas dan relevansi argumen yang bersifat transformatif.
Pembahasan
Dasar Teologi Perjanjian Baru dan Kritik Terhadap Akumuasi
Kritik  terhadap ketidakadilan ekonomi yang termanifestasi dalam koinonia bukanlah sebuah anomali mendadak, melainkan puncak eskatologis dari tradisi teologis yang berakar kuat dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus yang secara inheren antikumulasi  dan pro-redistribusi. Dasar utama teologi ekonomi biblika adalah prinsip Dominium Dei (Kepemilikan Allah), sebagaimana dideklarasikan secara mutlak dalam Mazmur 211:1. Frasa ini secara teologis menihilkan setiap klaim kepemilikan absolut (dominium absolutum) oleh individu atau negara.[footnoteRef:10] Hal ini merupakan deklarasi yurisprudensial yang menetapkan batas etika atas hak milik pribadi.  [10:  K. C. Hanson, The Social Context of New Testament Texts: A Historical-Sociological Approach (London: T & T Clark, 2017), 115–20.] 

Aplikasi praktis dari Dominium Dei terwujud dalam institusi struktural Yobel dan Sabat. Prinsip Yobel dan Sabat (Im. 25:1-17) bukan sekadar pada kebaikan hati individu, melainkan pada hukum struktural yang  dirancang untuk deakumulasi paksa secara berkala. Tahun sabat menuntut tanah dibiarkan kosong, yang secara ekonomi berarti menghentikan keuntungan   akumulatif dari tanah secara sistematis. Tahun Yobel menuntut pembebasan budak dan pengembalian tanah kepada status quo ante (kepada klan aslinya).[footnoteRef:11] Mekanisme ini memastikan bahwa akses terhadap sumber daya produksi (tanah) adalah hak teologis yang tidak boleh direnggut melalui utang atau konsentrasi kekayaan jangka panjang. Kepemilikan manusia adalah penatalayanan sementara (stewardship), dan sistem ekonomi yang sah secara teologis perlu senantiasa diarahkan pada redistribusi berkala sebagai pengakuan kedaulatan Tuhan.  [11:  Thomas E. Schmidt, Financial Ethics in the New Testament (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 145–50.] 

Konteks ini melahirkan definisi yang teologis di mana mishpat (keadilan hukum/pemulihan hak) dan tzedakah (kebajikan/kebenaran). Keadilan biblika bukan kesetaraan, tetapi keadilan restoratif yang menuntut tindakan praktis untuk memastikan kesejahteraan komunal dan pembelaan terhadap yang miskin dan rentan – sebuah prasyarat bagi hubungan vertikal dan horizontal yang benar.[footnoteRef:12] [12:  S. R. Siahaan, “Tanggung Jawab Gereja Dalam Mengatasi Kemiskinan Berbasis Struktural Di Indonesia,” Jurnal Teologi Dan Pendidikaan Kristen 15, no. 2 (2021): 205–20.] 

Ajaran Tuhan Yesus berfungsi sebagai penafsiran eskatologis terhadap warisan antiakumulasi ini, menaikkan kritik ekonomi ke tingkat pergulatan otoritas. Kritik-Nya diarahkan pada berhala uang, yang Yesus sebut mammon. Pernyataan tegas dalam Matius 6:24 merupakan pernyataan politis-teologi tentang ketidakmungkinan melayani dua tuan yang saling bertentangan. Penggunaan kata mammon (μαμωνᾷ) secara linguistik dan teologis melampaui sekadar uang. Hal ini lebih merepresentasikan sistem nilai otonom atau kuasa struktural yang menuntut kesetiaan, persaingan, dan akumulasi tidak terbatas.[footnoteRef:13] Dalam perspektif Yesus, mammon memiliki sifat yang menindas dan membelenggu, mengubah harta benda dari alat penatalayanan menjadi tujuan akhir eksistensi manusia.  [13:  Schmidt, Financial Ethics in the New Testament, 241–44.] 

Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21) menjadi kritik eksplisit terhadap rasionalitas akumulasi pribadi. Orang kaya dihukum bukan karena kaya, tetapi karena keputusannya untuk memaksimalisasi surplus tanpa memedulikan kebutuhan komunitas di sekitarnya.[footnoteRef:14] Sikap kepemilikan yang bersifat ekslusif dan akumulatif (logika meum et tuum) dianggap bodoh secara eskatologis karena mengabaikan realitas kerajaan Allah yang menuntut berbagi dan keterbukaan. Kritik ini menjadi jembatan langsung menuju praktik redistribusi radikal dalam koinonia. [14:  Joel B. Green, The Gospel of Luke, The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997), 487–91.] 

Jemaat Yerusalem awal beroperasi di bawah hegemoni kekaisaran Romawi, sebuah sistem yang didasarkan pada eksploitasi agraria, pajak tinggi, dan sistem hutang yang secara struktural memastikan petani kecil kehilangan tanah mereka. Kelas elit didukung oleh Pax Romana, hidup dalam kemewahan berbasis dominasi patrimonial dan kronisme (cikal bakal rent-seeking).[footnoteRef:15] [15:  Ben Witherington III, The Acts of the Apostles : A Socio-Rhetorical Commentary (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997), 210–15.] 

Dalam konteks penindasan Romawi ini, koinonia muncul sebagai perlawanan radikal dan eksperimen teologis-sosial. Dengan menjual tanah dan harta benda, anggota jemaat secara sukarela melepaskan sumber status dan kuasa yang dilegitimasi oleh hukum Romawi. Tindakan ini secara politis dan teologis menolak logika ekonomi kekaisaran. Mereka menciptakan komunitas tandingan yang secara aktif menolak keterlibatan dalam siklus akumulasi, utang, dan penindasan.[footnoteRef:16] Mereka membangun ruang ekonomi yang dikelola oleh prinsip mishpat dan tzedakah kerjaan Allah, bukan oleh pax Romana yang didasarkan pada dominasi dan eksploitasi. Hal ini adalah pernyataan publik bahwa Kristus adalah Tuhan (Kyrios) dan bukan kaisar atau mamon. [16:  III, The Acts of the Apostles : A Socio-Rhetorical Commentary, 115.] 

Eksegesis Koinonia Sebagai Sistem Redistribusi Eskatologis
Kritik struktural biblika mencapai puncaknya dalam koinonia yang dideskripsikan di Kisah Para Rasul 4:32-35. Jika Perjanjian Lama memetakan dasar prinsip de-akumulasi dan Yesus menantang otoritas mamon, maka koinonia adalah model implementasi nyata dari Kerajaan Allah yang menolak logika ekonomi duniawi. Inti dari argumen transformasi artikel ini terletak pada eksegesis yang cermat terhadap frasa kunci yang mendefinisikan sistem ini. Pertama, kata koinonia (κοινωνία) secara linguistik dan teologis melampaui dimensi persekutuan spiritual, secara eksplisit melibatkan solidaritas materi sebagai manifestasi nyata dari persatuan (satu hati dan satu jiwa).[footnoteRef:17] Namun, kekuatan utamanya terletak pada pernyataan negatif yang tegas, yaitu “tidak seorang pun kekurangan” (οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν). [17:  Robert C. Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 74–75.] 

	Secara gramatikal, penegasan οὐδὲ γὰρ ἐνδεής (tidak ada seorang pun yang kekurangan) adalah sebuah deklarasi eliminasi. Penggunaan kata kerja ὑπῆρχεν (bentuk lampau imperfek dari ὑπάρχω) mengindikasikan bahwa kondisi kekurangan (ἐνδεής), yang merupakan ciri universal dari sistem Romawi yang timpang, secara aktif dan berkelanjutan dieliminasi di dalam batas-batas komunitas eskatologis. Hal ini bukan sekadar deskripsi amal yang terjadi sesekali. Merupakan pernyataan eskatologis, demonstrasi bahwa kerajaan Allah telah mebobol dunia, dan kehadiran Tuhan dirasakan; kemiskinan struktural harus diakhiri.[footnoteRef:18] Dengan menghapuskan kelaparan dan keterbatasan materi, jemaat mula-mula menunjukkan pencicipan otentik akan kerjaan Allah di dunia. [18:  Barclay M. Newman, A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellshaft, 1993), 856.] 

Praktik menjual harta benda (Kis. 4:34-35) adalah konsekuensi logis dari pengakuan Dominium Dei.[footnoteRef:19] Tindakan ini bukan bersifat wajib (seperti yang  dikonfirmasi dalam kisah Ananias dan Safira), melainkan merupakan kritik terhadap klaim kepemilikan absolut yang diyakini secara hegemonik oleh Romawi.[footnoteRef:20] Dengan menyerahkan hasil penjualan kepada para rasul, anggota jemaat secara praktis mendeklarasikan bahwa kepemilikan Allah lebih tinggi daripada hak dominium Romawi. Harta benda perlu dilihat sebagai aset komunal yang dikelola demi kebutuhan tubuh Kristus, secara langsung menantang status dan kuasa yang melekat pada kepemilikan individu. [19:  N. T. Wright, The New Testament and the People of God (Christian Origins and the Question of God) (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 146–50.]  [20:  III, The Acts of the Apostles : A Socio-Rhetorical Commentary, 201–5.] 

Inti operasional kiononia terletak pada mekanisme pembagian di mana “dan membagikannya kepada setiap orang menurut kebutuhannya” (ἀνάλογον ᾗ ἂν τινι χρεία ἦν). Prinsip kebutuhan komunal (χρεία) ini adalah penentu tunggal distribusi. Ini membedakan koinoni secara fundamental dari karitas biasa yang mendistribusikan surplus (kelebihan) berdasarkan kemauan pemberi. Sebaliknya, koinonia adalah sistem redistribusi terorganisir yang menuntut keadilan distributif (setiap orang mendapat sesuai dengan kebutuhan dasarnya), alih-alih sekadar keadilan formal.
Menerapkan temuan eksegetis koinonia  secara analogis-kritis pada konteks NTT menunjukkan bahwa teologi berbagi ini memberikan dasar moral yang tidak terelakkan bagi perjuangan keadilan sumber daya. Fenomena kapitalisme rent-seeking, yaitu praktik memperoleh keuntungan melalui manipulasi ekonomi-politik tanpa menciptakan nilai, adalah mekanisme struktural yang secara sistemik menyedot kekayaan alam NTT, meninggalkan kemiskinan.  Analisis ini menunjukkan bahwa koinonia adalah antiklimaks teologis dari logika rent-seeking karena, pertama, antiakumulasi, yaitu koinonia menolak akumulasi surplus, sementara rent-seeking bertujuan memaksimalisasi akumulasi eksklusif melalui monopoli dan pemanfaatan celah regulasi. Kedua, akses komunal diatur oleh prinsip akses komunal berdasarkan kebutuhan (χρεία), sedangkan rent-seeking diatur oleh monopoli akses (izin eksklusif atas sumber daya) yang diatur oleh modal. 
Teologi koinonia menawarkan kritik dengan menegaskan bahwa tanah (sumber daya produksi utama) perlu dilihat melalui lensa Dominium Dei dan kebutuhan komunal, bukan sebagai komoditas spekulatif. Hal ini memberikan legitimasi teologis bagi reformasi agraria yang menuntut pemulihan hak masyarakat adat sebagai penatalayanan yang sah atas tanah mereka, melampaui kepentingan pemegang izin rent-seeking. Kisah monopoli akses air di Timor. Di daerah kering seperti Pulau Timor, air adalah sumber daya paling vital. Keterbatasan dan potensi monopoli swasta atau elit dalam pengelolaan mata air menjadi isu keadilan.[footnoteRef:21] Menggunakan prinsip koinonia , air tidak boleh diperlakukan sebagai barang ekonomi yang dapat dimonopoli. Sebaliknya, prinsip “pembagian menurut kebutuhan” menuntut bahwa akses terhadap air adalah kewajiban redistributif yang perlu dijamin oleh komunitas dan gereja, menentang segala upaya privatisasi atau akumulasi yang menghalangi hak hidup masyarakat rentan.  [21:  Ananias D. I. Billi, Akhmad Syarifudin, and Yefta Y. Sabaat, “Analisis Kerentanan Sosial Akibat Krisis Air Bersih Di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara,” Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial 11, no. 6 (2025): 5–6.] 

Koinonia memberikan dasar teologi yang tidak tergoyahkan bagi reformasi agraria di NTT, yang perlu dipahami sebagai perubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan atas sumber daya, bukan sekadar pembagian sertifikat. Yaitu, pertama, teologi locus Dei, di mana model koinonia menegaskan bahwa Tuhan hadir (Locus Dei) di antara mereka yang rentan. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengembalikan tanah dan sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkannya adalah perwujudan eksatologis dari kehadiran Kristus itu sendiri. Kedua, transparansi dan akuntabilitas komunal adalah praktik koinonia yang menempatkan pengelolaan sumber daya di bawah pengawasan para rasul (diletakkan di kaki rasul). Hal ini menuntut agar gereja di NTT mempromosikan transparansi dan akuntabilitas total dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam, menentang praktik koruptif atau rent-seeking yang tertutup.  
Implikasi Teologi dan Aksi Profetis Koinonia di NTT
Analisis eksegetis yang mendalam terhadap koinonia di Kisah Para Rasul 4 menuntut lebih dari sekadar pemahaman normatif, yang menuntut reorientasi eskatologis dalam misi dan praktik gereja di Nusa Tenggara Timur. Penerapan prinsip “tidak seorang pun kekurangan” mengharuskan adanya pergeseran radikal dalam paradigma teologis gereja, dari model pasif menjadi agen transformatif.
Transformasi paradigma yaitu dari teologi charity menuju teologi profetis. Pertama-tama, pemahaman koinonia yang benar secara biblikal memaksa gereja di NTT untuk keluar dari jebakan teologi charity. Model charity beroperasi dalam kerangka pemilikan surplus, di mana bantuan diberikan sebatas kelebihan atau kebaikan hati individu, dan secara eksplisit menerima satus quo ketidaksetaraan struktural. Analisis ini menuntut pergeseran ke model gereja profetis. Gereja perlu menggunakan otoritas biblikal yang  dimilikinya, yaitu kritik Yesus terhadap mammon dan  hukum redistribusi Yobel, untuk secara terbuka menantang kebijakan pemerintah dan praktik korporas yang menindas yang melanggengkan rent-seeking. Kritik ini perlu diarahkan pada sumber-sumber kemiskinan, bukan hanya pada korbannya. Sebagaimana disoroti oleh beberapa sarjana, misi gereja perlu secara aktif melibatkan advokasi dan perjuangan struktural untuk memulihkan keadilan agraria, menolak menjadi sekadar mitra pasif dalam proyek pembangunan yang eksploitatif.[footnoteRef:22] [22:  Urbanus Gara, “Teologi Solidaritas Jon Sobrino Dan Relevansinya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan Struktural Di Keuskupan Ruteng,” Repository IFTK Ledalero 2, no. 1 (2024).] 

Keadilan ekonomi sebagai wujud sakramental misi. Inti teologis dari pergeseran ini adalah pengangkatan keadilan ekonomi ke tingkat sakramental. Koninonia mengajarkan bahwa perekutuan spiritual (vertical communion) dan persekutuan materi (horizontal solidarity) tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang eskatologis yang sama. Partisipasi sejati dalam Kristus (perjamuan Kudus) tercermin dalam partisipasi dalam solidaritas materi (membagikan sumber daya). Dengan demikian, redistribusi dan penghapusan kekurangan sktukrutal menjadi manifestasi fisik dan otentik dari Injil kerjaan Allah. Misi gereja perlu mencakup pembebasan dari penindasan struktural sebagai kesaksian nyata. Kegagalan gereja untuk memperjuangkan keadilan sumber daya di NTT adalah kegagalan untuk merayakan dan mewujudkan hakikat koinonia itu sendiri.
Realisasi koinonia di tengah tantangan NTT membutuhkan aksi yang spesifik dan struktural melampaui retorika. Pertama, pengembangan model ekonomi berbagi komunal (anti-rent-seeking). Gereja dan lembaga berbasis iman perlu memimpin dalam menciptakan model ekonomi alternatif yang diatur oleh prinsip “pembagian menurut kebutuhan” (χρεία), bukan oleh maksimalisasi keuntungan pribadi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan badan usaha milik komunitas (BUMK) atau koperasi simpan pinjam berbasis iman. Model ini perlu secara eksplisit menjamin bahwa keuntungan tidak terakumulasi secara ekslusif tetapi berputar dan melayani kebutuhan kolektif. Sebagai contoh kontekstual, inisiatif pengelolaan air terpadu yang didasarkan pada iman perlu menjamin akses air bersih bagi seluruh komunitas terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penjualan kepada pihak luar. Langkah ini secara operasional berfungsi sebagai model ekonomi alternatif yang secara langsung menolak logika rent-seeking dan privatisasi. Kedua, pendidikan teologi yang kritis. Transformasi aksi perlu dimulai dari transformasi pikiran. Kurikulum teologi dan pendidikan warga gereja perlu secara eksplisit memasukkan literasi biblika. Ini berarti mengajarkan koinonia, hukum Yobel, dan kritik mammon sebagai alat analisis kritis untuk menginterogasi kebijakan pembangunan, izin konsesi, dan praktik rent-seeking di NTT. Pendidikan ini perlu memberdayakan jemaat untuk menjadi teolog lapangan yang mampu mengaitkan teks dengan konflik agraria di Sumba atau krisis air di Timor. Ketiga, advokasi agraria profetis dan hukum. Gereja perlu menggunakan sumber daya institusional dan otoritas moralnya untuk terlibat aktif dalam advokasi reformasi agraria. Hal ini mencakup memberikan pendampingan hukum dan dukungan logistik kepada masyarakat adat dalam konflik tanah, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas total dalam pemberian izin konsesi. Aksi ini adalah perwujudan mandat profetis gereja untuk menjadi penjaga keadilan sumber daya. Keterlibatan ini secara langsung mewujudkan prinsip Mishpat (pemulihan hak) dengan mendukung perjuangan rakyat miskin dan menegaskan kembali bahwa sumber daya alam adalah anugerah Tuhan (Dominium Dei) yang harus dinikmati berdasarkan kebutuhan komunal, bukan berdasarkan kekuatan modal.[footnoteRef:23] [23:  P. K. Lere, “Gereja Dan Konservasi Ekologis: Sebuah Refleksi Teologis Kontekstual Di Flores,” Jurnal Teologi Dan Kebudayaan 8, no. 2 (2023): 120–35.] 

Kesimpulan 
Analisis eksegetis sosio-historis terhadap Koinonia (Kisah Para Rasul 4:32-35) secara meyakinkan membuktikan bahwa praktik tersebut adalah norma eskatologis yang tidak dapat dinegosiasikan. Koinonia bukanlah deskripsi karitatif semata, melainkan puncak etika ekonomi biblika yang berakar pada hukum deakumulasi Perjanjian Lama dan kritik radikal Yesus terhadap Mammon. Penggunaan frasa "tidak seorang pun kekurangan" (οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν) menunjukkan sebuah deklarasi eliminasi struktural terhadap kemiskinan di dalam batas-batas komunitas yang bertobat, menuntut keadilan distributif yang dipandu oleh kebutuhan (χρεία), bukan oleh logika surplus atau pasar. Model ini secara fundamental berfungsi sebagai ekonomi tandingan (counter-economy) yang menolak logika akumulasi eksklusif kekaisaran.
Penerapan prinsip ini secara kritis terhadap konteks NTT menyingkapkan bahwa kegagalan keadilan sumber daya di sana, terutama terkait tanah dan air, adalah kegagalan teologis untuk mengakui Dominium Dei atas aset. Fenomena kapitalisme rent-seeking, yang memprioritaskan monopoli izin dan konsentrasi modal di sektor pariwisata dan pengelolaan air, beroperasi sebagai kuasa Mammon yang secara langsung berlawanan dengan etika berbagi Koinonia. Oleh karena itu, Koinonia memberikan legitimasi teologis yang tak terhindarkan bagi perjuangan reformasi agraria profetis yang harus diinisiasi oleh Gereja.
Temuan ini secara implisit menuntut reorientasi misi dan paradigma teologis Gereja di NTT. Gereja harus bertransisi dari menjadi mitra pasif yang hanya memberikan amal (charity) menjadi agen profetis yang secara aktif menggunakan otoritas biblikal untuk menantang kebijakan dan praktik ekonomi yang melanggengkan penindasan. Keadilan dan redistribusi sumber daya harus diangkat ke tingkat wujud sakramental dari misi Gereja, di mana solidaritas materi menjadi bukti nyata partisipasi sejati dalam Kristus.
Dengan demikian, mandat bagi Gereja di NTT adalah mewujudkan Koinonia secara nyata, bertransformasi menjadi komunitas eskatologis yang secara material memberikan kesaksian Injil Kerajaan Allah melalui perjuangan militan demi keadilan sumber daya bagi yang miskin dan rentan.
Berdasarkan analisis ini, direkomendasikan beberapa jalur penelitian interdisipliner dan kontekstual lanjutan. Guna memperkuat aksi gereja, perlu dilakukan studi empiris tentang bagaimana prinsip kewajiban redistributif koinonia dapat diintegrasikan dan diterapkan pada Badan Usaha Milik Komunitas (BUMK) atau model koperasi lokal di NTT sebagai alternatif ekonomi anti-rent-seeking yang terukur. Lebih lanjut, pengembangan teologi air kontekstual NTT yang menggabungkan eksegesis koinonia dengan kearifan lokal terkait konservasi air sangat mendesak, terutama untuk menyusun model distribusi air yang adil dan berkelanjutan di pulau-pulau kering seperti Timor. Terakhir, penelitian kualitatif diperlukan untuk mengukur efektivitas pendidikan teologi kritis (yang mengajarkan kritik Mammon/Yobel) dalam mendorong advokasi kebijakan agraria yang efektif oleh pemimpin gereja di tingkat lokal dan regional.
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